BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN

Menimbang : a.

Mengingat S

KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang
merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan
karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial
ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan
pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diberikan Rumah
Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang harus sesuai
dengan standar yang ditetapakan dan dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal, disebutkan Standar Pelayanan Minimal disusun
dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c

konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan
Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844):;
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/MENKES/PER/IN/2010
tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/MENKES/SK/II/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 2/E);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
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Menetapkan

16.Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 35/D);

17.Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Persyaratan
Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Nomor 12/A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat
darurat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yang selanjutnya disingkat
RSUD Kanjuruhan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan
Kabupaten Malang.

6. Direktur RSUD Kanjuruhan adalah Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara
minimal.

D:\pemkab\PERBUP 2012\P. baruna\2012\organisasi lain\Rumah Sakit\perbup SPM.doc



10.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh
RSUD Kanjuruhan kepada masyarakat.

11.Mutu Pelayanan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat
kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat
menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang
telah ditetapkan.

12.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian
terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas,
efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan
pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia
berdasarkan standar World Health Organization.

13.Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu
organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan
atau barang kepada pelanggan.

14.Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan
pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau
tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur
terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.

15.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan
sesuatu yang harus dicapai.

16.Frekuensi Pengumpulan Data adalah kekerapan pengambilan data dari
sumber data untuk tiap indikator.

17.Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap
indikator kinerja yang dikumpulkan.

18.Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai yang dibagi dalam
rumus indikator kinerja.

19.Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam
rumus indikator kinerja.

20.Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat
dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2
(1) SPM pada RSUD Kanjuruhan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I.

(2) Matrik Kegiatan SPM pada RSUD Kanjuruhan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II.
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Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 April 2012

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 10/E
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